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ABSTRAK 

Pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dapat mengakibatkan 

hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah yang akan 

berujung pada risiko penarikan dana (rush), risiko likuiditas dan lainnya. Dewan 

Pengawas Syariah sebagai otoritas yang berwenang dalam mengawasi kepatuhan 

syariah memiliki peranan penting dalam menjaga pemenuhan syariah disetiap 

produk dan aktifitas operasional Perbankan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah 

pasca diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggug Jawab Dewan Pengawas 

Syariah Bank Pembiayaan Syariah.  

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

metode penelitian kombinasi (mixed methods) dengan model sequential 

exploratory design. Lokasi dalam penelitian ini menggunakan tiga buah Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah yang dipilih dengan menggunakan sistem purposive 

sampling yang didasarkan atas keterwakilan BPRS di Provinsi D.I Yogyakarta 

yang memiliki peringkat paling atas, menengah dan bawah berdasarkan peringkat 

BPRS posisi Januari 2015 di D.I Yogyakarta. Hasil analisis penulis terhadap 

pengukuran kriteria efektivitas pengawasan menunjukkan bahwa efektivitas 

pengawasan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah terhadap 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di D.I. Yogyakarta sudah belum sepenuhnya 

efektif dikarenakan minimnya frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan 

Pengawas Syariah dan belum maksimalanya penerapan Skeptic Professional yang 

diakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam pengukuran validasi/keakuratan 

data yang diberikan oleh pegawai, direksi dan satuan pengendali internal Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 Dalam penelitian ini peneliti menemukan faktor-faktor yang menghambat 

efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah, yang terdiri terdiri dari adanya 

kelemahan dalam peraturan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah, dan profesi Dewan Pengawas Syariah belum dianggap sebagai profesi 

yang utama. Adapun faktor-faktor yang mendorong efektivitas pengawasan 

Dewan Pengawas Syariah dalam penelitan ini terdiri dari kompetensi, pengalaman 

kerja, kemampuan solvabilitas keuangan, integritas, kejujuran, reputasi, dan 

independensi yang dimiliki Dewan Pengawas Syariah serta adanya keterbukaan 

dari pegawai dan direksi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dalam memberikan 

informasi dan mendukung efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah. 

 

Kata kunci: Dewan Pengawas Syariah, efektivitas dan pengawasan  



viii 

 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini 
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0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 

 ا

 ة

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ز

 ش

 س

 

Alif 

Ba‟ 

Ta‟ 

sa‟ 

Jim 

ha‟ 

Kha‟ 

Dal 

zal 

Ra‟ 

Zai 

Sin 

 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

ṡ 

j 

ḥ 

kh 

d 

ẑ 

r 

z 

s 

 

Tidak dilambangkan 

be 

te 

es (dengan titik di atas) 

je 

ha (dengan titik di bawah) 

ka dan ha 

de 

zet (dengan titik di atas) 

er 

zet 

es 



ix 

 

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 و

ٌ 

 و

 هـ

 ء

 ي

Syin 

sad 

dad 

ta‟ 

za‟ 

„ain 

gain 

fa 

qaf 

kaf 

lam 

mim 

nun 

wawu 

ha‟ 

hamzah 

ya 

sy 

ṣ 

ḍ 

ṭ 

ẓ 

„ 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

` 

Y 

es dan ye 

es (dengan titik di bawah) 

de (dengan titik di bawah) 

te (dengan titik di bawah) 

zet (dengan titik di bawah) 

koma terbalik di atas 

ge 

ef 

qi 

ka 

el 

em 

en 

w 

ha 

apostrof 

Ye 

 

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap 

 يـتعدّدة

 عدّة

Ditulis 

Ditulis 

Muta„addidah 

„iddah 

 

 



x 

 

C. Ta’ marbutah 

Semua ta‟ marbutahditulis dengan h, baik berada pada akhir kata tunggal 

ataupun berada di tengah penggabungan kata (kata yang diikuti oleh kata 

sandang “al”). Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah 

terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya kecuali 

dikehendaki kata aslinya. 

 حكًة

 عهـّة

 كسايةالأونيبء

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

Hikmah 

„illah 

karamah al-auliya‟ 

 

D. Vokal Pendek dan Penerapannya 

----  َ --- 

----  َ --- 

----  َ --- 

Fathah 

Kasrah 

Dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

i 

u 

 

 فع م

 ذ كس

 ي رهت

Fathah 

Kasrah 

Dammah 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

fa„ala 

zukira 

yazhabu 

 

 

 

 

 



xi 

 

E. Vokal Panjang 

1. fathah + alif 

 جبههـيّة

2. fathah + ya‟ mati  

ُسى  ت ـ

3. Kasrah + ya‟ mati 

 كسيـى

4. D{ammah + wawu mati 

 فسوض

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

A 

jahiliyyah 

a 

tansa 

i 

karim 

u 

furud 

 

F. Vokal Rangkap 

1. fathah + ya‟ mati 

 ثـيُكى

2. fathah + wawu mati  

 قول

ditulis 

ditulis 

ditulis 

ditulis 

Ai 

bainakum 

au 

qaul 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 أأَـتى

عدّتا ُ  

 ٍ شكستـىنئ

Ditulis 

ditulis 

ditulis 

a‟antum 

u„iddat 

la‟in syakartum 

 

 



xii 

 

H. Kata Sandang Alif + Lam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Lembaga keuangan merupakan salah satu urat nadi perekonomian 

suatu bangsa yang berfungsi sebagai lembaga intermediary, yaitu menyerap 

dari unit surplus ekonomi, baik dari sektor usaha, pemerintah maupun individu 

(rumah tangga) untuk penyediaan dana bagi unit ekonomi defisit. Lembaga 

keuangan dapat didefinisikan sebagai semua badan yang memiliki kegiatan di 

bidang keuangan seperti melakukan perhimpunan dan penyaluran dana kepada 

masyarakat.
1
  

Dalam perkembangannya, lembaga keuangan mengalami 

perkembangan yang sangat signifikan seiring dengan pertumbuhan jenis 

usahanya yang beranekaragam, mulai dalam bentuk simpanan, manajemen 

likuiditas, transmutasi kekayaan, manjemen portofolio, diversifikasi risiko, 

pemberi pembiayaan, bahkan saat ini sudah banyak lembaga keungan syariah 

sebagai lembaga keuangan alternatif selain lembaga keungan konvensional 

yang lebih sering dikenal dengan lembaga keuangan syariah (LKS). 

Secara umum, lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan 

konvensional dapat dikatakan memiliki fungsi yang sama, yaitu menghimpun 

dana dari masyarakat dan mengelolanya seperti dalam bentuk penyertaan 

modal, asuransi, leasing dan sebagainya. Dalam beberapa hal, lembaga 

keuangan syariah memiliki perlakuan yang berbeda karena tranksasi-transaksi 

                                                           
 

1
 Surat keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 tentang 

Perbankan. 
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yang berlaku dalam lembaga keuangan syariah sangat khusus jika 

dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Hal itu terlihat dari 

adanya prinsip kepatuhan syariah dalam setiap operasionalnya dengan 

menghilangkan riba, maysir, gharar,tadlis dan larangan syariah lainnya. Oleh 

karena itu, diperlukan suatu garis panduan (guidelines) syariah yang 

dirumuskan melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.  

Berdasarkan kemampuannya dalam menghimpun dana dari 

masyarakat, lembaga intermediary keuangan dapat dikelompokkan ke dalam 

dua golongan, yaitu lembaga keuangan depository yang dapat menghimpun 

dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan (deposits) 

seperti lembaga keuangan bank, dan lembaga keuangan non-deposists atau 

disebut juga dengan lembaga keuangan non-bank (LKNB) yang lebih berfokus 

pada bidang penyaluran dananya. Masing-masing lembaga memiliki 

karakteristik usahanya sendiri baik yang menerapkan prinsip syariah maupun 

konvensional, seperti pasar modal, pasar modal syariah, asuransi, asuransi 

syariah, dana pensiun, dana pensiun syariah, bank umum syariah, bank umum 

konvensional, bank pengkreditan rakyat, bank pembiayaan rakyat syariah, 

penggadaian, penggadaian syariah. leasing, leasing syariah, lembaga amil 

zakat, lembaga wakaf, baitul mal wa tamwil dan lembaga keuangan lainnya. 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau yang lebih sering dikenal istilah 

BPRS merupakan salah satu bentuk perbankan syariah yang dapat 

menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabugan, deposito maupun 

lainnya namun dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas 
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pembayaran seperti giro, bilyet giro dan semacamnya. Sebagai lembaga 

keuangan yang berbasis syariah, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah memiliki 

Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan baik 

dalam pengembangan produk, aktivitas operasional maupun pelayanan jasa 

standar Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terhadap kepatuhan syariah. 

Regulasi pertama yang membahas tentang pedoman pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah baru terbit pada tahun 2006, yaitu dengan diterbitkannya 

Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbS Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah.  

 Pasca diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.8/19/DPbS Tahun 

2006, penilaian kinerja Dewan Pengawas Syariah dinilai masih  kurang 

optimal dalam melakukan tugasnya. Hal ini tercermin dalam hasil penelitian 

Bank Indonesia ketika melakukan kerjasama dengan Ernst & Young pada 

tahun 2008 yang menyimpulkan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah 

belum optimal sehingga banyak terjadi pelanggaran terhadap kepatuhan 

syariah (syariah compliance).
2
 Beberapa penelitian yang lain juga menemukan 

adanya mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang dinilai kurang 

efektif dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah.  

                                                           
 

2
 Syafaruddin Alwi, Memahami Sistem Perbankan Syariah, (Buku Republika, 2013), hlm. 

190. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hayyi
3
 dan  Dani El Qodri

4
 

menyimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas 

Syariah masih kurang efektif dimana pengawasan Dewan Pengawas Syariah 

hanyalah sebatas memeriksa berkas-berkas kelengkapan akad dan belum 

mengecek tingkat validitas berkas tersebut dengan megkonfirmasi secara 

langsung kepada nasabah.  

Belum efektifnya mekanisme pengawasan Dewan Pengawas Syariah 

dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah dapat menjadi salah satu 

mata rantai penyebab terjadinya fraud di lembaga keuangan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki peranan penting dalam 

mengawasi dan meminimalisir perilaku tadlis dan fraud dalam meningkatkan 

kepercayaan masyarakat akan lahirnya lembaga keuangan yang adil, jujur dan 

amanah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.  

Lemahnya kinerja pengawasan Dewan Pengawas Syariah akan 

berdampak pada risiko pelanggaran kepatuhan syariah di lembaga keuangan 

syariah yang  dapat mengakibatkan hilangnya kepercayaan masyarakat 

terhadap lembaga keuangan syariah yang akan berujung pada risiko penarikan 

dana (rush), risiko likuiditas dan lainnya. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah merupakan salah satu alasan  nasabah memilih perbankan syariah.  Hal 

                                                           
 

3
 Abdul hayyi, “Efektivitas Pengawasan Bank Syariah; Studi  terhadap Pengawasan 

Dewan Pengawas Syariah di BPR Syariah Kota Mataram,” Thesis: UIN sunan kalijaga 

Yogyakarta, 2011, hlm. 135. 

 
4
 Dani El Qori, “Mekanisme Pengawasan Dewan Pengawas Syariah: Studi pada BPD 

DIY Syariah,” Thesis: UIN Sunan kalijaga Yogyakarta, 2012, hlm. 111. 
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ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Naser
5
 yang melakukan 

penelitian terhadap 260 nasabah bank syariah di Yordania yang 

menyimpulkan bahwa 70% faktor utama nasabah memilihi Bank Syariah 

karena ketaatan terhadap agamanya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Chapra dan Ahmed  juga menyebutkan  

bahwa kegagalan penerapan prinsip syariah akan menyebabkan nasabah 

pindah ke bank lain sebesar 85% berdasarkan hasil penelitiannya atas 288 

nasabah (62%) responden dari 463 nasabah dalam survei tata kelola (GCG)  

(berasal dari 14 bank syariah di Bahrain, Bangladesh dan Sudan). Para 

responden menyatakan akan memindahkan dananya ke bank syariah lain jika 

ditengarai terjadi pelanggaran syariah dalam operasional Bank Syariah.
6
 

Hasil penelitian Bank Indonesia di Kalimantan Selatan menyebutkan 

bahwa dari 160  responden, 72,5% nya mengatakan bahwa alasan responden 

memilih Bank Syariah adalah karena kesesuaian dengan syariah agama dan 

58,8% motivasi responden memanfaatkan produk penghimpunan dana bank 

syariah karena menjalankan syariah agama.
7
 Hasil penelitian Bank Indonesia 

tersebut dapat menjadi indikator bahwa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

syariah masih menjadi salah satu alasan nasabah untuk memilih perbankan 

syariah. 

                                                           
 

5
 Nasser, K, Jamal A. and Khatib K, “Islamic Banking: a Study of Costumer Satisfaction 

and Preferences in Jordan,“ International Journal of Banking Marketing, Vol.17, No.3, 1999, 

pp.135-150. 

 
6
 Chapra, M.U. and Ahmed, H., “Corporate Governance in Islamic Financial Institutions,” 

Occasional Paper No.6, (Jeddah: Islamic Research& Training Institute/ Islamic Development 

Bank, 2002), pp. 58-67. 

 
7
 Bank Indonesia dan Institute Pertanian Bogor, “Potensi, Preferensi dan Perilaku 

Masyarakat  terhadap Bank Syariah di Wilayah Kalimantan Selatan”, 2 0 0 4, hlm.7. 
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Kegagalan dalam menerapkan manajemen risiko kepatuhan syariah 

dapat menimbulkan risiko penarikan besar-besaran dana pihak ketiga, 

menimbulkan masalah likuiditas, ditutupnya bank oleh otoritas, dan bahkan 

bank bisa mengalami kebangkrutan.
8
 Oleh karena itu, Dewan Pengawas 

Syariah memiliki peranan penting dalam menjaga reputasi perbankan syariah 

sebagai lembaga keunagan terpercaya dalam menerapkan kepatuhan terhadap 

prinsip-prinsip syariah mengingat prinsip-prinsip syariah (shariah 

compliance) merupakan salah satu alasan penting nasabah memilih 

menggunakan jasa layanan perbankan syariah. 

Sebagai pengawas independen yang memiliki jabatan setingkat dengan 

komisaris, keberadaan Dewan Pengawas Syariah dapat menjadi bagian dari 

sistem pengendalian internal perbankan syariah dalam mengawasi dan 

meminimalisir penyimpangan (fraud) terhadap prinsip-prinsip kepatuhan 

syariah, baik dalam pengembangan produk, sistem operasional dan penyaluran 

pembiayaan di lembaga keuangan perbankan syariah.  

Dadang Suhardan mendefinisikan pengawasan sebagai suatu proses 

kegiatan yang terdiri dari kontrol, inspeksi dan supervisi pembinaan. Kontrol 

bertujuan untuk memeriksa apakah pekerjaan berjalan seperti yang telah 

direncanakan. Inspeksi merupakan pemeriksaan di tempat kerja untuk 

mengetahui bagaimana proses pekerjaan dilakukan. Supervisi merupakan 

pembinaan, bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pekerjaan. 

Supervisi merupakan tindak lanjut dari kontrol dan inspeksi, dilaksanakan 

                                                           
 

8
 Bambang Rianto Rustam, Manajemen Risiko Perbankan Syariah, (Jakarta: Salemba 

Empat, 2013), hlm. 233. 
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berdasarkan data yang telah ditemukan sebelumnya.
9
 Pendefinisian tersebut 

sejalan dengan regulasi terbaru tentang pedoman pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

seperti yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS 

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggug Jawab Dewan 

Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

Bank Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 

15/22/DPbS Tahun 2013 sebagai penyempurnaan atas Surat Edaran Bank 

Indonesai No.8/19/DPbS tanggal 24 Agustus 2006 perihal Pedoman 

Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan Bagi Dewan 

Pengawas Syariah, yang merupakan salah satu tindak lanjut dari Peraturan 

Bank Indonesia Nomor 11/23/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 tentang Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah.
10

 Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS 

Tahun 2013 tersebut menerangkan cakupan pengawasan Dewan Pengawas 

Syariah di BPRS yang meliputi pengawasan terhadap produk dan aktivitas 

baru BPRS, serta pengawasan terhadap kegiatan penghimpunan dana, 

pembiayaan dan kegiatan jasa BPRS lainnya.  

Sehubungan dengan munculnya permasalahan mendasar atas adanya 

permasalahan pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang 

kurang efektif pasca diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.8/ 19/ 

                                                           
 

9
 Dadang Suhardan, “Efektivitas Pengawasan Profesional dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Pada Era Otonomi Daerah,” Educationist  No. I Vol. I Januari 2007, Issn : 1907 – 

8838, hlm 57-65. 

 
10

 Frequently Asked Question (FAQ) Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS 

tanggal 27 Juni 2013 perihal Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas 

Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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DPbS Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara 

Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah, penulis tertarik 

dan menganggap penting untuk mengadakan penelitian lebih lanjut dengan 

merumuskan penelitian yang berjudul: Efektivitas Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi 

D.I. Yogyakarta. 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah 

di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi 

D.I. Yogyakarta? 

3. Faktor-faktor apasajakah yang mempengaruhi efektivitas 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah di Provinsi D.I. Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat penelitian 

1. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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a. Untuk menganalisis dan mengevaluasi mekanisme pelaksanaan 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah di Provinsi D.I. Yogyakarta. 

b. Untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan fungi 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah di Provinsi D.I. Yogyakarta. 

c. Untuk menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor apa sajakah yang 

mempengaharui efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I. Yogyakarta. 

2. Manfaat hasil penelitian  

Secara praktis, dari hasil penilitian ini baik secara langsung 

maupun tidak langsung diharapkan dapat berguna bagi :  

a. Otoritas Jasa Keuangan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi 

Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan standar mekanisme 

pengawasan yang harus dilakukan Dewan Pengawas Syariah di 

lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

b. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

informasi dan masukan yang berguna dalam menetapkan kebijakan dan 

langkah-langkah yang akan diambil oleh Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan 

kepatuhan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. 
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c. Bagi masyarakat  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat 

dalam menganalisis dan mengevaluasi tugas, fungsi dan wewenang 

Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. 

d. Bagi peneliti  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman penulis terkait dengan pengawasan 

kepatuhan syariah yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah, 

khususnya mengenai strategi pengawasan, pelaksanaan mekanisme 

pengawasan dan faktor-faktor yang dapat menjadi penghambat dan 

pendukung efektivitas pengawasan kepatuhan syariah di lembaga 

keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

D. Metode Penelitian 

Dalam penulisan karya ilmiah, metode merupakan cara bertindak agar 

suatu penelitian dapat terlaksana secara rasional, terarah, objektif, dan tercapai 

hasil yang optimal.
11

 Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang 

metode-metode penelitiannya.
12

 Setiap penelitian selalu menggunakan metode 

untuk membuktikan bahwa hasil penelitian tersebut adalah benar. Untuk dapat 

                                                           
11

 Anton Beker dan Ahmad Charis Zubair, Metodelogi Penelitian Filsafat (Yogyakarta: 

Kanisius, 1992), hlm.14. 

12
 Noeng Muhadjir, Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi IV, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 

2002), hlm. 3. 



11 

 

memahami suatu obyek karya ilmiah yang menjadi sarana primer penelitian, 

maka peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis 

penelitian kombinasi (mixed methods) dengan model sequential 

exploratory design yang dicirikan dengan pengumpulan data dan analisis 

data kualitatif pada tahap awal dan selanjutnya diikuti dengan 

pengumpulan data dan analisis kuantitatif pada tahap ke dua, guna 

memperkuat hasil analisis kualitatif pada tahap pertama. 

Bobot metode lebih pada tahap metode pertama yaitu metode 

kulitatif dan selanjutnya dilengkapi dengan metode kuantitaif. Kombinasi 

data kedua metode bersifat conncecting (menyambung) hasil penelitian 

tahap pertama (hasil penelitian kualitatif) dan tahap berikutnya (hasil 

penelitian kuantitatif).
13

 Penerapan mixed methods tersebut diharapkan 

dapat memperoleh data yang lebih komprehensif, valid, reliabel dan 

objektif dalam mengukur efektivitas pengawasan dewan Pengawas 

Syariah. 

2. Objek Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah efektivitas pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

 

 

                                                           
13

 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitati, Kuantitatif Dan Kombinasi (Mixed Methods). 

(Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm.409. 
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3. Lokasi Penelitian 

 Lokasi yang akan dijadikan tempat penelitian menggunakan tiga 

buah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang dipilih dengan menggunakan 

sistem purposive sampling yang didasarkan atas keterwakilan BPRS di D.I 

Yogyakarta yang memiliki peringkat paling atas, menengah dan bawah 

berdasarkan peringkat BPRS posisi Januari 2015 di D.I Yogyakarta serta 

memiliki data yang dibutuhkan dalam penelitian tesis ini. 

Tabel 1. Daftar Posisi BPRS Syariah di D.I. Yogyakarta 

Posisi Januari 2015 

No Nama BPRS Peringkat Nasional 

1 Margirizki Bahagia 16 

2 Bangun Drajat Warga 17 

3 Dana Hidayatullah 106 

4 Barokah Dana Sejahtera 114 

5 Mitra Amal Mulia 116 

6 Madina Mandiri Sejahtera 117 

7 Danagung Syariah 127 

8 Mitra Cahaya Indonesia 132 

9 Formes 135 

10 Mitra Harmoni Yogyakarta 148 

11 Cahaya Hidup 162 

Sumber: www.ojk.go.id/Files/statistik/BPRS.pdf 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan prinsip konfidensialitas 

dan privasi sebagai bagian dari etika penelitian kualitatif dalam 

penyelesaian tesis ini. Prinsip konfidensialitas dan privasi dapat diartikan 

sebagai suatu usaha maksimal dari peneliti untuk menjaga kerahasiaan 
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atribut dari subjek yang diteliti untuk tetap dalam domain pribadi subjek, 

dan bukan berubah menjadi domain publik/ umum. Atribut subjek yang 

dimaksud dapat berupa identitas subjek, tempat tinggal subjek, ucapan 

atau pernyataan yang dikemukakan oleh subjek dan sebagainya. Jika 

kerahasiaan dari subjek penelitian terbongkar, maka akan berakibat 

rusaknya nama baik dan reputasi subjek. Selain itu, dapat terjadi 

ketidaknyamanan subjek penelitian secara sosial.
14

 

Penulis akan menyamarkan nama dari ketiga BPRS yang menjadi 

objek dalam penelitian ini menjadi PT BPRS Sakinah untuk mewakili 

nama BPRS dari peringkat atas, PT BPRS Mawaddah untuk mewakili 

nama BPRS dari peringkat menengah dan PT BPRS Warrahmah untuk 

mewakili nama BPRS dari peringkat bawah.
15

 Pemilihan nama tersebut 

sudah sesuai dengan kesepakatan dalam informed consent yang disepakati 

oleh peneliti dengan nara sember dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

yang bersangkutan. 

4. Teknik pengumpulan data 

 Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh 

penyusun untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi 

sistematis dan lebih mudah. Rangkaian ini juga bertujuan untuk 

                                                           
14

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrument 

Penggalian Data Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), hlm.199. 

15
 Penulis membagi Daftar Posisi BPRS Syariah di D.I. Yogyakarta untuk Posisi Januari 

2015 tersebut menjadi tiga pringkat BPRS dengan perincian sebagai berikut: 1) Peringkat atas 

terdiri dari BPRS yang menempati peringkat BPRS dari nomor satu sampai dengan nomor tiga, 2) 

Peringkat menengah adalah BPRS yang menempati pringkat BPRS dari nomor nomor empat 

sampai dengan nomor delapan, 3) Peringkat bawah adalah BPRS yang menempati pringkat BPRS 

dari nomor sembilan sampai dengan nomor sebelas. 
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mendapatkan data sebanyak- banyaknya tentang pokok masalah yang akan 

diteliti. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Peneliti akan bertanya dan mewawancarai langsung para 

responden mengenai pokok-pokok pertanyaan yang disesuaikan 

dengan masalah yang akan dikaji menggunakan interview guide 

(panduan wawancara) yang sudah dipersiapkan sebelumnya. 

Responden dalam hal ini adalah pihak-pihak yang dapat memberikan 

data yakni Dewan Pengawas Syariah, manajemen Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah, Otoritas Jasa Keuangan dan nasabah. 

b. Observasi langsung 

Peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan 

mengecek kepercayaan suatu data yang dikumpulkan dari wawancara 

dan lainnya dalam menghilangkan kemungkinan keraguan atas data 

yang dikumpulkan oleh peneliti karena kurang dapat mengingat suatu 

peristiwa atau hasil wawancara, adanya jarak antara peneliti dan yang 

diwawancarai, maupun reaksi peneliti yang emosional pada saat 

mengumpulkan data. 

c. Dokumentasi  

Mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan 

pelaksanaan penelitian efektivitas pengawasan Dewan Pengawas 

Syariah dalam melakukan pengawasan di Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah, baik yang berupa surat-surat, pengumuman, keputusan 
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pimpinan kantor, buletin, berita-berita yang disebarkan ke media 

massa, catatan harian, dan sebagainya. 

d.  Kepustakaan  

Menelaah buku-buku, peraturan-peraturan, dalil-dalil, karya 

ilmiah dan teori yang menunjang sebagai landasan berfikir dan dapat 

dijadikannya referensi dalam  penulisan penelitian ini. 

e. Koesioner 

Istrumen koesioner dalam penelitian ini menggunakan skala 

likert yang disebarkan kepada masing-masing pegawai BPRS 

sebanyak 12 buah untuk setiap kantor BPRS sehingga secara total 

terdapat 36 koesioner yang disebarkan dalam penelitian ini.  

5.  Analisis data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

dilakukan dengan cara melakukan eksplorasi dalam mengukur dan 

menguji data dengan konsep landasan teori, pendapat para ahli, peraturan 

perundang-undangan dan studi lapangan dimana metode ini diharapakan 

dapat memperoleh gambaran yang jelas dalam menganalisis dan 

menggambarkan pokok permasalahan dalam penelitian. 

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang 

tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan, 

kepustakaan yang sudah dilukiskan dalam catatan lapangan, dokumen, dan 

koesioner dan sebagainya. Langkah berikutnya adalah reduksi data yang 

dilakukan dengan jalan membuat abstraksi dan menyusunnya dalam 
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satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan untuk mempermudah 

peneliti dalam menarik suatu kesimpulan. Abstraksi merupakan usaha 

membuat rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang 

perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya.  

Tahap akhir dari analisis data ini adalah mengadakan pemeriksaan 

keabsahan data, termasuk pengujian validitas dan reabilitas atas istrumen 

koesioner yang digunakan. Setelah selesai tahap ini, penulis akan 

melakukan tahap penafsiran data sekaligus menarik kesimpulan atas hasil 

penelitian efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I Yogyakarta pasca 

diterbitkannya Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPBS tentang 

Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas 

Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berdasarkan atas kajian teori 

yang telah dibangun sebelumnya. 

E. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah penulis dalam mendapatkan gambaran tentang 

pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka penulis membagi 

penyusunan tesis ini kedalam enam bab yang saling berkesinambungan, yaitu: 

Bab pertama berupa pendahuluan yang berfungsi memberikan 

gambaran penelitian tesis secara keseluruhan, mulai dari latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, kemudian ditutup dengan 

sub bab metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bagian ini merupakan 
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bagian pengantar untuk selanjutnya menjadi kajian pembahasan pada bab yang 

berikutnya. 

Bab kedua berisi tentang pendalaman teori-teori mengenai gambaran 

secara umum pendefinisian pengawasan secara umum kemudian mengerucut 

dan memfokuskan diri pada pengawasan dan mekanisme pengawasan dewan 

pengawas syariah berdasarkan tugas dan fungsi dewan pengawas syariah yang 

ditetapkan oleh perundang-undangan. Pada bab ini penulis akan mengkaji 

teori-teori tentang manajemen pengawasan terutama yang berkaitan dengan 

mekanisme pengawasan efektif yang dapat diterapkan dalam mengukur 

efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah yang nantinya dapat 

dijadikan dasar dan pijakan dalam melakukan analisis dan pembahasan di bab 

selanjutnya. 

 Bab ketiga akan menggambarkan secara umum variabel penelitian 

yang menjadi objek dalam penelitian ini. Gambaran umum tersebut akan 

menampilkan profil BPRS, susunan pengurus BPRS dan analisis kinerja 

keuangan dari setiap BPRS yang menjadi objek dalam penelitian ini sehingga 

memudahkan pembaca dalam memahami karakteristik BPRS yang menjadi 

objek penelitian di dalam penelitian ini. 

Bab keempat merupakan inti di dalam pembahasan tesis ini, yaitu 

analisis yang dilakukan penulis atas permasalahan yang diangkat dalam 

penelitian ini dengan menggunakan landasan teori yang dibangun pada bab 

kedua serta memperhatikan peraturan peundang-undangan yang berlaku. 

Penulis juga akan mempertimbangkan pendapat para ahli, dan temuan yang 
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penulis temukan di lapangan, terutama dalam melakukan analisis terhadap 

efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pasca diterbitkannya Surat 

Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS Tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah dalam melakukan analisis dan pembahasan pada 

bab ini. 

Bab kelima akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi 

efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di D.I. 

Yogyakarta dengan menghadirkan analisis dan fakta lapangan dalam mencari 

faktor-faktor apa sajakah yang menghambat dan mendorong efektivitas 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BPRS di Provinsi D.I. 

Yogyakarta. 

Bab keenam merupakan bab penutup dari tesis ini yang berisi 

kesimpulan yang merupakan jawaban dari semua permasalahan yang diteliti 

dan dianalisis, serta beberapa saran dalam mewujudkan efektivitas 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah dalam mengawasi kepatuhan syariah 

pada lembaga keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti dari pembahasan 

pada bab sebelumnya, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal terkait 

dengan efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi D.I Yogyakarta sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Provinsi D.I 

Yogyakarta, yang diwakili oleh tiga BPRS yang diambil secara purposive 

sampling berdasarkan keterwakilan BPRS di D.I Yogyakarta yang 

memiliki peringkat paling atas, menengah dan bawah, menggunakan 

regulasi terbaru yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/22/DPbS 

Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggug Jawab 

Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Syariah. Perbedaan yang 

paling terlihat dalam pelaksanaan pengawasan Dewan Pengawas Syariah 

pada BPRS di Provinsi D.I Yogyakarta adalah frekuensi pemeriksaan DPS 

secara langsung dikantor BPRS dan banyaknya sampel yang digunakan 

dan jumlah sampel yang digunakan DPS dalam melakukan uji petik untuk 

masing-masing produk dan/atau akad penghimpunan dana, pembiayaan 

dan kegiatan jasa lainnya termasuk penanganan pembiayaan yang 

direstrukturisasi oleh BPRS.    
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2. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Provinsi D.I Yogyakarta belum 

sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan Dewan Pengawas Syariah di 

dalam peneltian ini belum melakukan Skeptic professional secara 

maksimal. Dewan Pengawas Syariah hanya mencukupkan bukti 

pengawasannya kepada dari pihak intern bank seperti manajer, direksi,  

pegawai bank serta satuan pengendali internal (SPI), namun belum 

melakukan pengecekan ulang kepada nasabah secara langsung sehingga 

data yang digunakan oleh Dewan Pengawas Syariah belum sepenuhnya 

akurat. Selain itu, minimnya frekuensi pengawasan secara fisik di kantor 

BPRS merupakan faktor kedua yang menyebabkan belum terpenuhinya 

efektivitas pengawasan Dewan Pengawas Syariah di Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. Minimnya frekuensi pengawasan tersebut dapat 

menyebabkan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Pengawas Syariah 

datang terlambat dan secara tidak langsug dapat meningkatkan risiko tidak 

terdeteksinya pelanggaran syariah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.  

3. Terdapat beberapa faktor yang sangat mempengaruhi efektivitas 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah di Provinsi D.I Yogyakarta, yang terdiri dari: 

a. Faktor-faktor yang menghambat efektivitas pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah, diantaranya: 

1) Adanya kelemahan dalam Surat Edaran Bank Indonesia 

No.15/22/DPbS Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas 

dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan 
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Rakyat Syariah yang belum menyebutkan peraturan rapat minimal 

yang harus dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah dan sanksi  

bagi Dewan Pengawas Syariah yang tidak melakukan pengawasan 

di kantor BPRS minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan. 

2) Dewan Pengawas Syariah bukanlah sebagai profesi utama karena 

saat ini hampir semua Dewan Pegawas Syariah dalam penelitian 

ini masih memiliki kesibukan diluar kapasitasnya sebagai Dewan 

Pengawas Syariah, seperti menjadi dosen aktif di perguruan tinggi, 

pengusaha sukses, pejabat di lingkungan pemeritahan Provinsi D.I 

Yogyakarta dan menjadi pengurus di beberapa organisasi sosial 

kemasyarakatan sehingga memiliki porsi waktu yang terbatas 

dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai Dewan 

Pengawas Syariah. 

b. Faktor-faktor yang mendorong efektivitas pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah, diantaranya: 

1) Kompetensi Dewan Pengawas Syariah yang sudah mumpuni di 

bidangnya. 

2) Track Record pengalaman kerja Dewan Pengawas Syariah yang 

sudah melebihi masa tiga tahun. 

3) Kemampuan solvabilitas dan integritas keuangan Dewan Pengawas 

Syariah yang mampu meolak intervensi dari manapun. 

4) Dewan Pengawas Syariah memiliki integritas, kejujuran dan 

reputasi yang baik dan belum pernah terjerat dalam kasus hukum 
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dan belum pernah terlibat dalam kasus penipuan, tidak pidana 

kejahatan keuangan, maupun aktivitas ilegal lainnya 

5) Dewan Pengawas Syariah tidak memiliki konflik kepentingan yang 

bersifat material dengan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang 

diawasi, baik dalam bentuk hubungan kekeluargaan, pemberian 

pembiayaan maupun dalam bentuk pemberian fasilitas di luar hak 

dan kewajibannya. 

6) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah cenderung memiliki keterbukaan 

informasi yang memudahkan Dewan Pengawas Syariah untuk 

memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam melakukan 

pengawasan kepatuhan syariah. 

B. Saran 

Agar lebih efektifnya pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada 

Bank Pembiayaan rakyat syariah, penulis menyarankan beberapa hal 

sebagai berikut: 

1. Otoritas Jasa Keuangan  

a. Otoritas Jasa keuangan sebaiknya melakukan revisi terhadap 

peraturan yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan 

Rakyat Syariah. 

Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPbS Tahun 2013 

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 

Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menetapkan 
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bahwa Dewan Pengawas Syariah diharuskan melakukan 

pemeriksaan di kantor BPRS paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) bulan. Menurut analisis penulis, Otoritas Jasa Keuangan 

sebaiknya menambahkan intensitas pengawasan Dewan Pengawas 

Syariah yang sebelumnya hanya 1 (satu) kali dalam satu bulan 

untuk ditambah minimal 2 (dua) kali dalam satu bulan atau 1 (satu) 

kali dalam satu minggu agar pengawasan yang dilakukan Dewan 

Pengawas Syariah menjadi semakin efektif.  

Selain itu, Surat Edaran Bank Indonesia No.15/22/DPbS 

Tahun 2013 tersebut belum menyebutkan rapat minimal koordinasi 

antar sesama Dewan Pengawas Syariah. Oleh karena itu, akan lebih 

baik lagi apabila Surat Edaran Bank Indonesia tersebut 

menyarankan, bahkan mewajibkan Dewan Pengawas Syariah 

mengadakan rapat minimal satu bulan sekali untuk memperkuat 

koordinasi dalam pengawasan kepatuhan syariah sekaligus 

mengembangkan produk keuangan perbankan syariah di Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Otoritas Jasa Keuangan harus menetapkan sanksi yang 

tegas bagi Dewan Pengawas Syariah yang tidak melakukan 

pemeriksaan di kantor BPRS dan tidak melakukan rapat minimal 

satu bulan sekali agar peraturan tersebut dapat berjalan efektif dan 

dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Dewan Pengawas 

Syariah kedepannya. 
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b. Otoritas Jasa Keuangan sudah saatnya mendorong dibentuknya 

Sekolah Profesi Dewan Pengawas Syariah di Perguruan tinggi 

Dewan Pengawas Syariah merupakan salah satu profesi 

penting yang menjamin kesesuaian prinsip syariah di lembaga 

keuangan syariah sehingga jabatan atau pekerjaan sebagai seorang 

Dewan Pengawas Syariah menutut keahlian dari (expertise) dari 

anggotanya. Artinya, pengawasan terhadap kepatuhan syariah tidak 

bisa dilakukan oleh sembarang orang yang tidak terlatih dan tidak 

disiapkan secara khusus untuk melakukan pekerjaan tersebut. Hal 

ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan faktor utama bagi 

para Dewan Pengwas Syariah dalam meningkatkan kualitas 

pengawasan kepatuhan syariah. 

Saat ini, jumlah Dewan Pengawas Syariah tidak sebanding  

dengan jumlah lembaga keuangan syariah yang ada, sehingga 

menyebabkan adanya Dewan Pengawas Syariah yang merangkap 

jabatan sebagai Dewan Pengawas Syariah hingga di empat 

lembaga keuangan syariah. Salah satu  Dewan Pengawas Syariah 

BPRS Sakinah menuturkan bahwa idealnya seorang Dewan 

Pengawas Syariah hanya mengawasi satu lembaga sehingga Dewan 

Pengawas Syariah tersebut bisa lebih fokus dalam mengawasi 

kepatuhan syariah dan dapat menghasilkan kualitas pengawasan 

yang lebih baik. Dalam kenyataannya, hal ini masih susah 

direalisasikan mengingat minimnya seseorang yang memiliki 
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keahlian di bidang fikih muamalah dan ekonomi keuangan 

terutama yang berkaitan dengan lembaga keuangan perbankan 

syariah. 

Kedepannya, bukan suatu yang mustahil apabila Dewan 

Pengawas Syariah dimasukkan sebagai salah satu sekolah profesi 

di perguruan tinggi sehingga dapat mengatasi minimnya sumber 

daya profesional yang ada saat ini. Sekolah Profesi Dewan 

Pengawas Syariah diharapkan dapat mencetak Dewan Pengawas 

Syariah yang benar-benar handal di bidangnya dalam menjalankan 

tugasnya secara profesional baik dalam hal memperoleh dan 

mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-asersi kegiatan 

operasional dan peristiwa ekonomi di lembaga keuangan syariah 

terhadap kesesuaiannya dengan prinsip-pinsip syariah. 

Sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat 

penting untuk segera direalisasikan agar nantinya Dewan Pengawas 

Syariah yang bertugas di lingkungan lembaga keuangan syariah 

dapat memiliki kemampuan dan pemahaman yang mendalam 

mengenai ilmu fiqh muamalah dan ilmu keuangan islam modern 

seperti ilmu ekonomi, akuntansi dan sistem tata kelola lembaga 

keuangan syariah yang dapat meningkatkan kuliatas audit 

kepatuhan syariah dan mendorong lahirnya variasi produk-produk 

keuangan syariah yang pada akhirnya akan mendorong 

pemberdayaan ekonomi masyarakat di sektor riil. Setiap Dewan 
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Pengawas Syariah yang telah menyelesaikan sekolah profesinya, 

harus memenuhi standar minimal sebagai berikut:
1
 

1) Memiliki keahlian teknis yang memadai dalam melaksanakan 

audit kepatuhan syariah, baik dalam menguasai ilmu fiqh 

muamalah, ilmu ekonomi, akuntansi serta ilmu modern lainnya 

yang dibutuhkan dalam melaksanakan audit kepatuhan syariah. 

2) Memiliki kemahiran profesional dalam melaksanakan audit 

kepatuhan syariah serta mampu mengembangkan produk-

produk keuangan syariah. 

3) Memiliki perencanaan yang cermat dalam mengawasi dan 

mengewaluasi kegiatan operasional lembaga keuangan syariah 

4) Memiliki kemampuan yang cukup dalam membuat kesimpulan 

atau memberi rekomendasi yang berkaitan dengan setiap jasa 

profesional yang dilaksanakan. 

5) Memilki Independensi dalam melaksanakan audit kepatuhan 

syariah. Dewan Pengawas Syariah harus terbebas dari pengaruh 

dan konflik kepentingan suatu entitas yang diawasinya. 

Dengan adanya sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah, 

kekurangan Sumber Daya Insani (SDI) bukanlah menjadi kendala 

lagi dalam meningkatkan kualitas pengawasan kepatuhan syariah. 

Kedepannya, DPS dapat lebih fokus  dan lebih efektif dalam 

                                                           
 

1
 Khotibul Umam, “Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan 

Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”, Panggung Hukum, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum 

Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, Vol.1, No.2, Juni 2015, hlm. 51-75. 
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mengawasi BPRS yang mereka awasi dan tidak perlu merangkap 

jabatan sebagai DPS di lembaga keuangan syariah yang lain. Selain 

itu, sekolah profesi Dewan pengawas Syariah secara tidak langung 

akan mendorong inovasi baik dalam tansaksi, layanan maupun 

pengembangan produk keuangan syariah.  

Otoritas Jasa Keuangan harus bisa bekerjasama dengan 

pemerintah dalam mengakomodir dan mengkoordinasikan peran 

Bank Indonesia, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 

Indonesia, Kemendikbud serta institusi penting lainnya agar segera 

merancang konsep kurikulum, standar operasional dan standar 

pengendalian mutu sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah 

sehingga nantinya dapat menghasilkan Dewan Pengawas Syariah 

yang dapat melakukan pengawasan syariah secara profesional 

sekaligus mampu menjadi pioneer dalam memberikan solusi atas 

pengembangan variasi produk-produk keuangan syariah dalam 

menggerakkan perekonomian masyarakat Indonesia 

2. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

Dewan Syariah Nasional hendaknya seringkali mengadakan 

pelatihan Dewan Pengawas Syariah terutama pelatihan di bidang 

ekonomi keuangan dan manajemen mengingat banyak Dewan 

Pengawas Syariah saat ini yang memiliki background pendidikan 

keagamaan yang perlu ditopang dengan wawasan ekonomi dan 

pemahaman audit yang luas agar dapat mengawasi sekaligus turut serta 
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dalam mengembangkan produk-produk perbankan syariah yang selama 

ini memasuki masa stagnansi. 

3. Perbankan Syariah 

Perbankan Syariah hendaknya memberikan staf khusus/ asisten 

bagi Dewan Pengawas Syariah mengingat kondisi Dewan Pengawas 

Syariah saat ini yang memiliki keterbatasan waktu dan kesibukan di 

luar kapasitasnya sebagai dewan penawas syariah. Asisten/ staf 

tersebutlah yang nantinya akan menjadi tangan kanan Dewan 

Pengawas Syariah dalam mengumpulkan berkas pengawasan dan 

melaporkan setiap aktivitas operasional bank pembiayaan rakyat 

syariah ketika Dewan Pengawas Syariah tidak sedang berkantor di 

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

4. Dewan Pengawas Syariah 

1. Dewan Pengawas Syariah perlu meningkatkan penerapan 

Professional skepticism dalam melakukan pengawasan kepatuhan 

syariah, terutama dalam menganalisis validitas dari bukti transaksi 

suatu akad tertentu di BPRS dengan mengkonfirmasi langsung 

kepada nasabah dalam melakukan uji sampelnya. 

2. Dewan Pengawas Syariah hendaknya lebih meningkatkan 

intensitas frekuensi kunjugannya ke kantor Bank Syariah yang 

diawasinya karena frekuensi pengawasan secara langsung ke 

kantor BPRS melalui pemeriksaan fisik, pengamatan, perhitungan 

dan ispeksi, tentunya akan semakin dapat menghasilkan informasi 
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yang lebih meyakinkan (akurat) apabila dibandingkan dengan 

informasi yang diperoleh secara tidak langsung. 

3. Dewan Pengawas Syariah perlu Mengoptimalkan Peran Whistle 

Blower di Lembaga Keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. 

Maraknya aktifitas fraud di lembaga keuangan syariah, saat ini 

mencerminkan bahwa lembaga keuangan syariah tidak kebal akan 

pelanggaran terhadap tindak pelanggaran pidana dan pemenuhan 

prinsip-prinsip syariah.
2
 Keberadaan whistle blower di perbankan 

syariah dapat menjadi peringatan dini (early warning system) di 

perbankan syariah sebagai akibat dari kelemahan-kelemahan 

sistem pengawasan di pebankan syariah, baik yang diakibatkan oeh 

standard operating procedure (SOP) yang tidak benar-benar 

berjalan, atau karena ada bagian-bagian tertentu yang tidak 

dijalani. Bisa jadi juga karena kurangnya evaluasi dan monitoring 

yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah mengingat Dewan 

Pengawas Syariah juga memiliki aktifitas lain sebagai dosen di 

perguruan tunggi maupun sebagai pengusaha sehingga whistle 

blower dapat menjadi solusi dalam membantu Dewan Pengawas 

Syariah dalam mengevaluasi dan memonitor pemenuhan 

prinsinsip-prinsip syariah dalam setiap akttivitas dan produk 

                                                           
 

2
 Terdapat kasus tindak pidana yang pernah terjadi di Lembaga Keuangan Syariah seperti 

kasus kasus penggelapan dana nasabah BNI Syariah KCP Lubuklinggau yang mencapai 5,9 

milyyat pada tahun 2012, kasus kredit fiktif BSM Bogor yang mencapai 102 milyar pada tahun 

2013, kasus staf Bukopin Syariah cabang Medan membobol dana nasabah sampai 1,3 milyar pada 

tahun 2014, kasus karyawan BRI Syariah cabang Padang membobol dana nasabah sekitar 1,8 

milyar pada tahun 2014, dll. 
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perbankan syariah. Oleh karena itu, Dewan Pengawas Syariah 

perlu mengembangkan peran whistle blower di lembaga keuangan 

perbankan syariah untuk terus didorong, disosialisasikan, 

dibangun, dikembangkan dan diterapkan sehingga publik mau 

berpartispasi dalam membongkar suatu dugaan pelanggaran 

terhadap kepatuhan syariah. 

5. Peneliti selanjutnya 

Para peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan hasil 

dari penelitian ini dengan menambah jumlah sampel penelitian dan 

mencari keriteria efektivitas pengawasan dan faktor-faktor yang 

mempengaruhi efektivitas pengawasan syariah yang lainnya, sehingga 

dapat menambah khasanah pengetauan dalam memahami efektivitas 

pengawasan Dewan Pengawas Syariah. 
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Lampiran 1 

 

Panduan Wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah 

Penelitian tesis dengan Judul 

EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA 

BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH 

DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

   Nama:   Khotibul Umam 

   NIM:   1420311029 

   Jurusan:  Hukum Islam 

   Konsentrasi:  Keuangan dan perbankan syariah 

   Universitas:   UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

Kepada 

       Yth. Bapak/Ibu  

       Dewan Pengawas Syariah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 

       di D.I. Yogyakarta 

Assalamu‟alaikum Wr.Wb. 

 Berkenaan dengan pelaksanaan penelitian dalam rangka penyusunan tesis 

yang berjudul “EFEKTIVITAS PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS 

SYARIAH PADA BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH DI 

PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”, maka kami mohon 

kesediaan Bapak/Ibu/Saudara untuk berkenan melakukan wawancara dengan 

pertanyaan terlampir. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam wawancara ini insya 

Allah akan membutuhkan waktu sekitar 15 menit sampai dengan 20 menit. 

 Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas kesediaan 

Bapak/Ibu/Saudara untuk melakukan wawancara, saya ucapkan terima kasih. 

Wassalamualaikum Wr.Wb.        
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A. Bagian 1 Berkaitan dengan Pelaksanaan Pengawasan Dewan Pegawas 

Syariah. 

1. Selain menjabat sebagai DPS apakah Bapak/Ibu mempunyai kesibukan di 

organisasi lain? 

2. Berapa banyak Bapak/Ibu menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di 

lembaga keuangan syariah?  

3. Apakah Bapak/Ibu memiliki kecekupan waktu sebagai Dewan Pengawas 

Syariah di tengah kesibukan Bapak/Ibu sehari-hari? 

4. Bagaimanakah Bapak/Ibu memperoleh pemahaman tentang bisnis 

lembaga keuangan yang diawasi? 

5. Apakah Bapak/Ibu gunakan SEBI No.15/22/DPbS tahun 20013 tentang 

pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS BPRS sebagai 

standar acuan dalam melakukan pengawasan kepatuhan syariah? 

6. Apakah Bapak/Ibu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam 

melakukan pengawasan kepatuhan syariah dan dilakukan updating secara 

berkala? 

7. Apabila BPRS akan membuat suatu produk baru, bagaimanakah langkah 

yang dilakukan Bapak/Ibu untuk memperoleh pemahaman mengenai 

tujuan, karakteristik, fitur, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem 

prosedur produk dan dan fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai 

dasar dalam rencana penerbitan produk dan aktivitas baru BPRS?. 

8. Bagaimanakah cara/langkah yang dilakukan Bapak/Ibu untuk memperoleh 

pemahaman mengenai tujuan, mekanisme, persyaratan, ketentuan, sistem 

dan prosedur produk, fatwa dan/atau akad yang digunakan sebagai dasar 

operasional produk dan aktivitas BPRS sehari-hari?. 

9. Berapa sampel yang digunakan oleh Bapak/Ibu dalam melakukan 

pengawan kepatuhan syariah? 

10. Pengawasan di sektor apa saja yang akan menjadi materialitas dalam 

melakukan penawasan kepatuhan syariah? 

11. Metode apa saja yang akan digunakan Bapak/Ibu dalam pengumpulan 

bukti daam pengawasan kepatuhan syariah? (prosedur analitis, inspeksi, 
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konfirmasi, permintaan keterangan, perhitungan, penulusuran. 

Pemeriksaan bukti pendukung: pengamatan). 

12. Berapa kali Bapak/Ibu melakukan pengawasan di lembaga BPRS dalam 

satu bulan? 

13. Berapa kali Bapak/Ibu melakukan rapat koordinasasi dan evaluasi dengan 

sesama DPS  dalam satu semester? 

14. Berapa kali Bapak/Ibu melakukan rapat bersama manajemen untuk 

melakukan koordinasasi dan evaluasi kepatuhan syariah  dalam satu 

semester? 

15. Apa standar yang digunakan Bapak/Ibu dalam Penyusunan kertas kerja 

pengawasan? 

16. Bagaimanakah mekanisme pengarsipan dan penyimpanan kertas kerja 

dalam pengawasan kepatuhan syariah? 

17. Baaimanakah langkah-langkah yang dilakukan Bapak/Ibu dalam 

perumusan pendapat terkait dengan hasil pengawasan kepatuhan syariah di 

BPRS?. 

B. Bagian 2. Berkaitan dengan Pengukuran Efektifitas Pengawasan DPS 

Semakin dipenuhinya kriteria-kriteria ini, maka semakin efektiflah sistem 

pengawasan yang digunankannya. Adapun  kriteria-kriteria pengawasan tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Akurat  

a. Apakah data yang digunakan Bapak/Ibu berasal dari data primer dan 

sekunder? 

b. Apakah Bapak/Ibu meneliti keabsahan data yang digunakn dengan 

melakukan konfirmasi kepada pegawai dan nasabah BPRS? 

2. Tepat Waktu 

a. Apakah pengawasan yang dilakukan Bapak/Ibu dilakukan secara teratur 

atau dadakan? 

b. Kapan Bapak/Ibu mengumpulkan bukti pengawasannya ,dan juga kapan 

dilakukan analisisnya? 
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c. Apakah Bapak/Ibu dapat melaporkan hasil pengawasan syariah secara 

disiplin (tidak terlambat) sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-

undang? (akhir agustus untuk laporan semester 1 dan akhir februari untuk 

laporan semester 2) 

3. Secara Ekonomi Realistik (Ekonomis) 

Apakah pelaksanaan pengawasan syariah yang Bapak/Ibu memiliki nilai 

manfaat yang lebih nesar daripada nilai biaya yang dikeluarkan oleh BPRS 

(efisien) ? 

4. Fleksibel 

a. Apakah system pengawasan syariah yang Bapak/Ibu gunakan selalu up to 

date sesuai dengan situasi operasional BPRS dan karakteristik akad dan 

produk yang digunakan?. 

b. Apakah Bapak/Ibu membedakan mekanisme pengawasan untuk bagian 

pendanaan BPRS FORMES dengan mekanisme pengawasan untuk 

pembiayaannya? Mohon penjelasannya. 

5. Obyektif dan Komprehensif  

a. Apakah Bapak/Ibu memiliki kepentingan keuangan terhadap BPRS yang 

diawasi, seperti memiliki hutang atau pembiayaan dari bank syariah? 

(tidak melebihi 20% dari modal bank syariah seperti yang diatur dalam 

UU 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pasal 27) 

b. Apakah honor/fee yang diperoleh Bapak/Ibu sebagai Dewan Pengawas 

Syriah diputuskan berdasarkan rapat RUPS/kebijakan BPRS FORMES 

atau bergantung pada persentase laba tertentu? 

c. Apakah Bapak/Ibu pernah menerima pemberian, bantuan, dan 

keramahtamahan yang dapat mempengaruhi independensinya dan 

obyektifitas pertimbangan profesinya? 

d. Apakah Bapak/Ibu memiliki kepentingan keuangan atau kegiatan bisnis 

yang dibiayai BPRS dan bersifat material baik menurut Bapak/Ibu sebagai 

Dewan Pengawas Syariah maupun menurut BPRS FORMES sehingga 

dapat memperlemah indepndensi, seperti memiliki pembiayaan kemitraan 

yang dibiayaai oleh BPRS? 
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e. Apakah Bapak/Ibu mempunyai pinjaman baik dari bank BPRS yang 

diawasi, maupun dari komisaris, durektur, atau pimpinan pemegang saham 

perusahaan BPRS secara pribadi? 

f. Apakah Bapak/Ibu memiliki hubungan kekerabatan dengan pihak 

manajemen, komisaris, direktur dan pejabat eksekutif dari BPRS yang 

Bapak/Ibu awasi, baik dalam hubungan sebagai orang tua, anak, mertua, 

besan, menantu, suami, istri, saudara kandung atau ipar? 

g. Apakah Bapak/Ibu selaku Dewan Pengawas Syariah memiliki kemampuan 

untuk menolak campur tangan Pemilik bank dan manajemen atas kegiatan 

operasional sehari-hari? 

h. Apakah Bapak/Ibu memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawasan 

Syariah melebihi yang diatur oleh undang-undang? 

i. Apakah manajemen BPRS yang Bapak/Ibu awasi mampu melakukan 

intervensi yang dianggap mengurangi independensi Bapak/Ibu sebagai 

Dewan Pengawas Syariah, seperti pembatasan ruang lingkup dalam 

pengawasan syariah dan lainnya? 

6. Kriteria yang masuk akal 

Apakah kriteria dalam prosedur pengawasan syariah yang dilakukan oleh 

Bapak/Ibu dapat diterima oleh seluruh anggota dan pegawai BPRS dan dapat 

berjalan harmonis sesuai dengan aktifitas operasional BPRS? 

7. Memfokuskan pada Titik Strategis 

Apakah Bapak/Ibu mengetahui bidang-bidang mana yang memiliki 

probabilitas yang tinggi terhadap penyimpangan-penyimpangan yang 

mengakibatkan terjadinya pelanggaran kepatuhan syariah? 

8. Disesuaikan dengan Manajer  dan struktur organisasi BPRS 

Apakah sistem pengawasan DPS selalu menyesuaikan diri dengan produk dan 

aktivitas operasional BPRS dengan melakukan up dating sistem pengawasan 

kepatuhan syariahnya sesuai dengan karakteristik produk dan aktivitas BPRS?  

9. Mengarah pada Perbaikan 
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a. Apakah Bapak/Ibu mampu menanamkan kesadaran akan pentingnya 

mematuhi prinisip-perinsip syariah terhadap manajer dan pegawai 

BPRS? 

b. Apakah Sistem pengawasan Bapak/Ibu dapat menghasilkan informasi 

yang mengarah pada perbaikan bagi para anggota BPRS FORMES 

untuk terus mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam melaksanakan 

aktivitas operasional BPRS FORMES? 

c. Apaa langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak/Ibu dalam 

mendorong para pegawai dan manajer BPRS untuk mmiliki rasa 

taggung jawab dan lebih berprestasi?  

d. Apabila Bapak/Ibu menemukan suatu indikasi terhadap pelanggran 

kepatuhan syariah, apakah Bapak/Ibu selalu melakukan konfirmasi dan 

konsultasi kepada pimpinan/manajemn BPRS untuk segera dilakukan 

perbaikan dan pembenahan? 

e. Apakah Bapak/Ibu memiliki kemampuan membuat solusi dalam 

menangani dan menyelesaikan permasalahan terhadap kepatuhan 

syariah yang dihadapi oleh bank, seperti membantu dalam melaukan 

inovasi pembuatan produk baru, dan lainnya?  

f. Bagaimanakah bentuk edukasi Bapak/Ibu selaku Dewan Pengawas 

Syariah dalam memeberiakn pemahaman akan pentingnya mematuhi 

perinsip-perinspis syariah di BPRS, baik dalam produk maupn 

aktivitas operasional BPRS?. 

 

C. Bagian 3. Berkaitan dengan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 

Efektifitas Pengawasan DPS 

1. Kompetensi Dewan Pengawas Syariah 

a. Apakah Bapak/Ibu memiliki pemahaman yang cukup di bidang ilmu 

muamalah/ ekonomi Islam? 

b. Apakah Bapak/Ibu memiliki pemahaman yang cukup di bidang 

ekonomi keuangan dan perbankan? 
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c. Apakah Bapak/Ibu memiliki pemahaman dalam bidang akuntansi dan 

pencatatan laporan keuangan? 

d. Apakah Bapak/Ibu pernah mengikuti pelatihan, seminar, loka karya 

dengan OJK, BI, DSN MUI, IAI maupun lembaga lainnya yang dapat 

menunjang efektifitas pengawasan DPS? 

e. Apakah Bapak/Ibu memiliki sertifikasi pekatihan yang mendukung 

kualitas pengawasan kepatuhan Syariah seperti sertifikat dari DSN 

MUI atau lainnya? . 

2. Pengalaman kerja. 

a. Berapa lama Bapak/Ibu menjadi DPS di BPRS yang Bapak/Ibu awasi? 

b. Selain menjabat di BPRS saat ini, apakah saat ini atau sebelumnya 

Bapak/Ibu pernah menjabat sebagai DPS di tempat lain? 

c. Apakah Bapak/Ibu pernah menjadi praktisi di lembaga BPRS ataupun 

di lembaga keuangan lainnya? 

3. Solvabillitas dan integritas keuangan 

Apakah Bapak/Ibu memiliki kemandirian secara ekonomi sehingga 

bisa terhindar dari interversi manapun dalam memberikan pendapat atas 

pengawasan kepatuhan syariahnya? 

D. Menurut Bapak/Ibu secara pribadi dan berdasarkan pengalaman Bapak/Ibu 

sebagai DPS, kriteria Dewan Pengawas Syariah yang  ideal itu seperti apa? 

E. Menurut Bapak/Ibu, perlukah Dewan Pengawas Syariah dimasukkan sebagai 

salah satu sekolah profesi di perguruan tinggi? 

 

Nb: Penyusun memohon masukan membangunnya dari para Dewan Pengawas Syariah apabila 

masih terdapat banyak kekurangan di dalam panduan wawancara ini karena penyusun 

menyadari keterbatasan kemampuannya dalam penelitian ini. 
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Lampiran 2 

Kuesioner Penelitian 

untuk Pegawai dan Manajer BPRS 

 

Assalamualaikum Wr. Wb  

Bapak/Ibu/Saudara yang saya hormati, saya mahasiswa Universitas Islam 

Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta sedang melakukan penelitian yang 

berjudul “Efektivitas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada Bank 

Pembiayaan Rakyat Syariah di Provinsi D.I. Yogyakarta”. Penelitian ini 

merupakan rancangan dalam pembuatan tesis. Saya sangat mengharapkan bantuan 

Bapak/Saudara untuk mengisi kuesioner yang saya ajukan ini sesuai dengan 

kondisi yang ada. Setiap jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara berikan sangat berarti 

dalam penelitian ini. Saya menjamin kerahasiaan atas data dan informasi yang 

diberikan kepada saya untuk tidak diberitahukan kepada pihak lain dalam 

kepentingan apapun. Atas kerjasama, dukungan dan perhatian anda, saya 

menguucapkan banyak terimakasih. 

Wassalamualaikum Wr. Wb 

Hormat Saya, 

 

 

(Khotibul Umam) 

Petunjuk Pengisian: 

1. Tulislah identitas Bapak/Ibu/Sdr/i pada titik yang telah tersedia (boleh dikosongkan 

apabila tidak berkenan) 

2. Berilah tanda tanda centang( √ ) pada jawaban yang sesuai dengan identitas anda 

yang sebenarnya. 

3. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan dalam angket berikut, kemudian isilah jawaban 

anda sesuai dengan pendapat anda yang sebenarnya dengan cara memberi tanda 

centang( √ ) pada jawaban yang tersedia. 
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Bagian I: Identitas Responden Pegawai dan Manajer BPRS 

Jabatan/posisi  : 

Umur  :  

Lama Bekerja  : 

Jenis Kelamin : a. Pria b. Wanita 

Pendidikan : a. SD  c. SLTA e. S1 

  b. SLTP d. D3  f. Lain-lain 

Bagian II: Analisis Pngukuran Kriteria Efektivitas Pengawasan Dewan 

Pengawas Syariah  

No Pertanyaan 
Sangat 

Setuju 
Setuju Netral 

Tidak 

Setuju 

Sangat 

Tidak 

Setuju 

1 Mekanisme dan prosedur 

pengawasan Dewan  Pengawas 

Syariah dapat diterima oleh 

seluruh pegawai BPRS. 

     

2 Para Dewan Pengawas Syariah 

selalu menjalin hubungan 

komunikatif yang baik dengan 

para pegawai. 

     

3 Dewan Pengawas Syariah 

cenderung bersifat aktif untuk 

menanyakan kepada para 

manajer dan pegawai di BPRS 

tanpa menunggu mereka 

bertanya terlebih dahulu 

mengenai prinsip-prinsip 

syariah. 

     

4 Program membaca al Qur’an      
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di BPRS dapat mendorong 

semangat para pegawai untuk 

mematuhi prinsip-prinsip 

syariah dalam menjalani setiap 

aktivitas operasional BPRS. 

5 Program pengajian keagaman 

dapat meningkatkan 

pemahaman pegawai mengenai 

kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip syariah dalam setiap 

aktivitas operasional dan 

produk BPRS.  

     

6 Pengwasan yang dilakukan 

oleh Dewan Pengawas Syariah 

dapat menumbuhkan 

kesadaran mematuhi prinsip-

prinsip syariah dalam setiap 

aktivitas operasional BPRS. 

     

7 Pengwasan yang dilakukan 

oleh Dewan Pengawas Syariah 

dapat mencegah potensi risiko 

terjadinya pelanggaran 

terhadap prinsip-prinsip 

syariah yang melekat pada 

setiap aktivitas BPRS. 

     

8 Pengawasan yang dilakukan 

oleh Dewan Pengawas Syariah 

dapat meningkatkan semangat 

para pegawai BPRS untuk 

bekerja secara professional dan 
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bertanggung jawab 

9 Pengwasan yang dilakukan 

oleh Dewan Pengawas Syariah 

dapat memotivasi para 

pegawai BPR untuk terus 

berprestasi 

     

10 Dewan Pengawas Syariah 

sudah melakukan pengawasan 

secara efektif dalam mencegah 

terjadinya pelanggaran 

terhadap prinsip syariah di 

BPRS. 
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Lampiran 3. Hasil Uji Validitas Instrumen Kuesioner 

 

 

 

 Dalam penelitian ini,penulis menggunakan kuesioner. Sebelum 

menyatakan valid tidak validnya perlu dicari r-tabel dengan N=32 dan taraf 

signifikansi 95%. Ternyata kondisi tersebut, diperoleh r-tabel = 0,349. Butir 

pertanyaan kuisioner  yang nilai korelasinya lebi kecil dari 0,349 berarti tidak 

valid dan harus dikeluarkan dari instrument penelitian ini. (istrumen koesioner ini 

tetap lulus uji validitas meskipun menggunakan taraf uji signifikani sebesar 99%, 

karena nilai r-tabelnya hanya sebesar = 0,449 dengan N=32)  

Lampiran 4. Hasil Uji Reabilitas Istrumen Kuesioner 
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 Suatu data kuesioner dikatakan  reliabel atau handal apabila jawaban 

seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke 

waktu. Suatu variable dikatakan reliable apabila memberikan nilai cronbach 

alpha  > 0,70 (Nunnally, 1994)  
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Lampiran 5 . Daftar Riwayat Hidup Penulis Tesis 

 

Curriculum Vitae 

 

A. Identitas Diri 

Nama Lengkap    : Khotibul Umam, SEI. 

Tempat, Tanggal Lahir : Sampang, 14 Mei 1991 

No. KTP  : 3527031405910001 

Alamat Asal  :Jl. Kramat II, RT 003/ RW 003, Kelurahan Karang 

Dalam Sampang 69214 

Alamat Domisili : Perumahan PJKA Blok-K No.32, RT 33/ RW 09 

Kelurahan Demangan Gondokusuman Yogyakarta 

55221 

Nama Orang tua 

Ayah : H. Sibli Ali Mukarromah 

Ibu : Hj. Mukarromah 

No Telepon : 087850850532 / 08983851868 

E-Mail/facebook : Umamsibly@gmail.com/ Umamsibly@yahoo.com 

PendidikanTerakhir : Keuangan Islam 

AsalUniversitas   : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

B. Riwayat Pendidikan: 

1. Formal 

1. SDN Gunong Sekar II Sampang 2002 

2. SLTPN 1 Sampang 2005 

3. MA Darul Ulum Banyuanyar Pamekasan 2008 

4.  Prodi Keuangan Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta     2014 

2. Non Formal:  

a. Peserta dalam acara diskusi interaktif Forum Studi Ekonomi Islam 

dengan tema “Urgensi Perbankan Syariah dalam Perekonomian 

Indonesia” dengan pembicara: Dr. H. Syafiq M. Hanafi, M.Ag., yang 
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diselenggarakan pada hari Jum’at 07 Oktober 2011, di Gedung 

Teatrikal Fakultas Syariah & Hukum UIN. Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

b. Peserta Seminar Nasional “Edukasi Pasar Modal Syariah & Asuransi 

Syari’ah,” yang diselenggarakan atas kerja sama kementerian 

keuangan RI, Badan Pengawas Pasar Modal & Lembaga Keuangan 

dengan Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Islam 

Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang diselenggarakan pada 

tanggal 20 Desember 2011 di Auditorium Lt.3 Gedung K.H. Mas. 

Mansur UII, Yogyakarta. 

c. Peserta dalam acara stadium general “Penerapan Standar Akuntansi 

Syariah dalam Perbankan Syariah” program studi Keuangan Islam 

UIN.Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang diselenggarakan pada tanggal 7 

Juli 2011 di Gedung Teatrikal Fakultas Syariah & Hukum UIN. Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

d. Peserta seminar kewirausahaan “Building The Entrepreneurship Soul” 

program studi Keuangan Islam UIN.Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang 

diselenggarakan pada tanggal 28 Oktober 2011, di Teatrikal Fakultas 

Syariah & Hukum UIN.Sunan Kalijaga. 

e. Peserta dalam kegiatan pekan jurnalistik 2011 “Bedah Novel The Love 

Of Suramadu”, yang diselenggarakan oleh Badan Otonom Mahasiswa 

(BOM-F Literasia) Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN. Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

f. Peserta seminar “Hukum Progresif Manifesto Mewujudkan 

Masyarakat yang berkeadilan”, yang diselenggarakan oleh Himpunan 

Mahasiwa Ilmu Hukum (HIMA-IH) UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta, 

pada tanggal 11 Juli 2011 di Gedung Teatrikal Fakultas Syariah & 

Hukum UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

g. Peserta dialog publik “Pesantren dan Radikalisme” yang 

diselenggarakan oleh Forum Komunikasi Mahasiswa Santri 

Banyuanyar (FKMSB), pada hari sabtu, 13 Agustus 2011. 
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h. Peserta diskusi publik “Penyakit Menular Seksual” yang 

diselenggrakan pada tanggal 17 Oktober 2011 di Gedung Teatrikal 

Fakultas Sains & Teknologi, UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

i. Peserta Talkshow “Peluang Kerja di Lembaga Keuangan Syariah,” 

yang diselenggarakan pada tanggal 6 April 2012, di Kampus Sekolah 

Tinggi Ekonomi Islam Yogyakarta (STEI Yogyakarta). 

j. Peserta Sharia Economist Training 2012, yang diselenggarakan 

olehForum Silaturrahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI) Regional 

Yogyakarta, di Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta., 31 Mare – 1 April 2012. 

k. Peserta seminar dalam acara Temu Imliah Regional (TEMILREG 

2012) FoSSEI D.I. Yogyakarta, dengan tema “Implementasi Ekonomi 

Islam Menuju Tatanan Kehidupan Islami," pada tanggal 21-23 April 

2013 di STEI Hamfara Yogyakarta. 

l. Peserta Konfrensi Nasioanal Ekonomi Islam (KonNEI) yang 

bertemakan “Buang Kapitalisme Terapkan Sistem Ekonomi Islam,” 

yang diselenggarakan pada hari minggu, 22 April 2012 di 

SPORTORIUM UMY (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta). 

m. Peserta dalam kegiatan “Langange Camp” tanggal 12-14 Oktober 

2012, yang diselenggrakan oleh panitia kegiatan SPBA (Studi 

Pengembangan Bahasa Asing) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

n. Peserta dalam seminar nasional “Menata Keragaman Keagamaan 

Respon Terhadap Konflik Bernuansa Keagamaan Di Indonesia” yang 

diselenggarakan pada tanggal 12 September 2012 di Gedung 

Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

o. Peserta dalam kegiatan orasi kebangsaaan dan seminar nasional HMPI 

“Menyongsong Undang-Undang Pendidikan Tinggi: Tantangan, 

Peluang, Dan Harapan Untuk Indonesia,” yang diselenggarakan pada 

tanggal 10 November 2012 di Gedung Convention Hall UIN Suan 

Kalijaga Yogyakarta. 
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p. Peserta seminar  “Mastering Toefle  In Three Hours” yang 

diselenggarakan oleh UKM Studi Pengembangan Bahasa Asing UIN 

Sunan Kalijaga pada tanggal 9 Desember 2012. 

q. Peserta dalam acara metodologi penelitian dengan tema “Urgensi 

Kejujuran Dan Originalitas Dalam Penulisan Karya Ilmiah” yang 

diselenggarakan pada tanggal 9 maret 2013, di Gedung teatrikal 

Fakultas Syariah & Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

r. Pererta olimpiade ekonomi islam dalam acara Temu Ilmiah Regional 

FoSSEI 2013, yang diselenggrakan oleh BSO CIES (Center Of Islamic 

Economic Studies)Al-Fatih UNY, pada tanggal 9 Februari 2013 Di 

Fakultas Ekonnomi Universitas Negeri Yogyakarta. 

s. Peserta dalam workshop “Pengenalan Asuransi Umum” yang 

diselenggarakan oleh PT. Asuransi Umum Mega, pada tanggal 23 

Maret 2013 di Teatrikal Fak. Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

t. Peserta seminar nasional peringatan hari kebebasan pers dunia dengan 

tema “Kebebasan Media Dalam Sistem Demokrasi” yang 

diselenggarakan oleh Lembaga Pers dan Penerbitan Mahasiswa 

Nuansa, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, pada tanggal 04 Juni 

2013. 

u. Peserta Lomba Debat Ekonomi Islam tingkat perguruan tinggi Se-DIY, 

dalam acara “Sharia Economic Week”, yang diselenggarakan oleh 

Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi & Perbankan Islam Fakultas 

Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 16-17 Mei 

2013. 

v. Peserta seminar nasional Sharia Economic Week “Restorasi Pemikiran 

Ekonomi Syariah” Merubah Paradigma Dalam Memahami Ekonomi 

Islam (Dari Pendekatan Normatif Menuju Sistem Ekonomi Rasional), 

yang diselenggraka oleh oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi 

& Perbankan Islam Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, 18 Mei 2013. 
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w. Peserta seminar nasional “Trilogi of Coint” dengan tema “Evaluasi 

Efektifitas Pengelolaan Energi dan Sumbber Daya Mineral Bagi 

Kesejahteraan Rakyat Indonesia” [Regulasi, Inovasi, Keterbukaan 

Informasi], yang diselenggarakan pada tanggal 4 Juni 2013 oleh 

fakultas ekonomi universitas jenderal soedirman purwokerto. 

x. Peserta seminar nasional “Ekonomi Islam Menjawab Tantangan 

Perekonomian Indonesia” yang diselenggarakan pada tanggal 22 

September 2013 di Auditorium Fakultas Ekonomi Universitas 

Yogyakarta. 

y. Peserta seminar “Etika Dan Martabat Manusia: Refleksi Kehidupan 

Bangsa” yang diselenggarakan pada tanggal 4 maret 2014 di 

University Club (UC) Universitas Gajah Mada Yogyakarta. 

z. Peserta dalam acara bedah jurnal MLANGI yang bertema “Manata 

Ulang NKRI Berbasis Maqasid Syari‟ah” yang diselenggarakan pada 

tanggal 15 Maret 2014 oleh BEM Prodi Muamalat Fakultas Syari’ah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

aa. Peserta Workshop Pengelolaan Administrasi Lembaga Kagamaan di 

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jawa Timur 

2014, yang diselenggarakan pada tanggal 14 s.d. 16 Juli 2014 di Hotel 

Jabu Luwuk Jl. Trunojoyo 99 Songgokerto Kota Batu Malang. 

bb. Peserta dalam acara “Roadshow Seminar Asuransi Syariah 2014” yang 

diselenggarakan pada tanggal 9 September 2014 di Gedung 

Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

cc. Peserta dalam seminar nasional business law centre dengan tema 

“Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Lembaga Keuangan Perbankan 

Syariah” yang diselenggrakan pada tanggal 30 September 2014 di 

Convention Hall UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

dd. Peserta seminar hukum nasional “Etika Profesi Hakim dan Reformasi 

Hukum Menuju Masyarakat Madani,” yang diseleranggakan pada 

tanggal 06 November 2014 di Convention Hall UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 
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ee. Peserta dalam Public Discussion HIMASAKTI (Himpunan Mahasiswa 

Santri Alumni Keluarga Tebuireng) dalam tema:Tegakkan Moral 

Dalam Hukum Islam Di Indonesia Yang Baru, yang dilaksanakan pada 

hari Senin, tanggal 01 Desember 2014, di Convention Hall UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta. 

ff. Peserta dalam Kuliah Umum: Asean adalah Kita, yang diadakan oleh 

Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN, Kementerian Luar Negeri 

Republik Indonesia, pada hari Rabu, 16 September 2015 di Gedung 

Ar-Fahrudin, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

gg. Peserta dalam kegiatan seminar kebangsaan dengan tema: mencari 

format ideal dalam penyelesaian kekerasan berbasis keagamaan di 

Indonesia, pada tanggal 28 Februari 2016 di Teatrikal Perpustakaan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

C. PengalamanKerja: 

1. Sebagai pengajar praktikum untuk praktikum matematika ekonomi bisnis 

di Fak. Ekonomi dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Sebagai pengajar praktikum untuk praktikum akuntansi di Fak. Ekonomi 

dan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Sebagai tenaga pengajar part time di lembaga kursus Bhs. Inggris 

Lembaga Pendidikan Inggris Amerika (LPIA) Yogyakarta. 

4. Moderator dalam acara Diskusi Publik “Outlook Perbankan Syariah 2016” 

yang diadakan oleh Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) UIN Sunan 

Kalijaga Yogyakarta, pada hari Minggu, 17 Desember 2015 di Gedung 

Teatrikal Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

5. Juri “Islamic Economic Debate Competition” Temu Ilmiah Regional 

(TEMILREG) FoSSEI Yogyakarta 2016 “peran ekonomi islam dalam 

mewujudkan industry pedesaan yang mandiro dan kreatif” yang 

diselenggarakan pada tanggal 20-21 Februari 2016 di teatrikal 

perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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6. Juri dalam lomba debat nasional “Islamic Economic Debate Competition” 

Temu Ilmiah Nasional (TEMILNAS) Forum Silaturrahim Studi Ekonomi 

Islam (FoSSEI) collaborate with FIES UMY Yogyakarta pada tanggal 10-

11 Maret 2016 di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

D. Prestasi : 

1. Mendapatkan penghargaan sebagai salah satu mahasiswa perestasi terbaik 

(angkatan 2008-2010) pada semester genap tahun akademik 2010/2011 

Fakultas Syariah dan Hukum UINSunan Kalijaga Yogyakarta. 

2. Juara 1 Olimpiade Ekonomi Islam Forum Studi Ekonomi Islam 2012 di 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

3. Juara II Olimpiade Ekonomi Islam tingkat regional Yogyakarta, dalam 

acara Temu Ilmiah RegionalForum Silaturrahmi Studi Ekonomi Islam 

(FOSSEI) D.I. Yogyakarta 2012. 

4. Juara III Olimpiade Ekonomi Islam tingkat Nasional, dalam acara The 

12
th

Syari‟ahEconomic Days 2013yang diselenggarakan pada tanggal 12 

s.d.13 Februari 2013, oleh Forum Studi Islam Fakultas Ekonomi 

Universitas Indonesia. 

5. Finalis lomba debat tingkat nasional, dalam acara “Trilogi of Coint” 

dengan tema “Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Energi dan Sumber Daya 

Mineral Bagi Kesejahteraan Rakyat Indonesia”, yang diselenggarakan 

pada tanggal 4 juni 2013 diFakultas Ekonomi Universitas Jenderal 

Soedirman Purwokerto. 

6. Mendapatkan piagam penghargaan sebagai wisudawan yang lulus tepat 

waktu dan terbaik peringkat II pada Jurusan Keuangan Islam Fakultas 

Syari’ah dan Hukum wisuda periode II tahun akademik 2013/2014 UIN 

Sunan Kalijaga, dengan lama masa studi 3 tahun 5 bulan 5 hari.  

E. Pengalaman Organisasi: 

1. Wakil ketua di Disivi Bhs.Inggris, UKM. Studi Pengembangan Bahasa 

Asing (SPBA) UIN. Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012- 2013).  
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2. Ketua Divisi Pengembangan Sumber Daya Insani (PSDI) Forum Studi 

Ekonomi Islam (ForSEI) UIN. Sunan kalijaga Yogyakarta (2012-2013). 

3. Ketua badan khusus (BK) Forum Studi Ekonomi Islam (ForSEI) UIN. 

Sunan kalijaga Yogyakarta (2013-2014). 

F. Publikasi Ilmiah 

1. “Pengaruh Pengumuman Kenaikan Tarif Tenaga Listrik terhadap  

Abnormal Return dan Volume Perdagangan Saham (Studi Kasus pada 

Perusahaan-Perusahaan yang Masuk dalam Kelompok Jakarta Islamic 

Index)”. Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014. 

2. “Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan 

Kualitas Audit Kepatuhan Syariah”, Panggung Hukum, Jurnal 

Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa 

Yogyakarta, Vol.1, No.2, Juni 2015. 

 

      Yogyakarta, 18 Maret 2016 

       Yang membuat 

 

 

            Khotibul Umam, SEI. 
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